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BAB V 

PENUTUP 

 

1. Kesimpulan 

 

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pasal 262 dan Pasal 263 RUU KUHP mengenai penyebaran berita bohong, 

memiliki rumusan pasal yang tidak jelas. Hal ini akan mengakibatkan, untuk 

menyatakan suatu perbuatan yang dilakukan memenuhi kriteria tindak pidana 

penyebaran berita bohong yang dimaksud di dalam Pasal 262 dan Pasal 263 RUU 

KUHP menjadi meluas, atau dapat dikatakan tidak memiliki tolak ukur yang jelas. 

Hal ini akan membuat kriteria Pers melakukan tindak pidana penyebaran berita 

bohong dalam RUU KUHP pun menjadi tidak jelas. Karena salah satu kriterianya 

dapat dipidananya subjek hukum, apabila perbuatan tersebut memenuhi 

keseluruhan rumusan pasal yang ada. Sedangkan permasalahannya ada pada 

rumusan pasal itu sendiri. Tidak adanya rumusan pasal yang jelas, akan berpotensi 

untuk menjerat Pers masuk ke dalamnya, jika berkaitan dengan kegiatan jurnalistik 

yang dilakukan Pers berupa penyebaran berita. Dimana jika terjadi sengketa terkait 

dengan kegiatan jurnalistik (penyebaran berita), seharusnya sengketa tersebut 

diselesaikan melalui mekanisme Dewan Pers sebagaimana yang telah dijelaskan di 

dalam Pasal 5 ayat 2 dan ayat 3 UU Pers, dimana Pers wajib melayani Hak Jawab 

dan Hak Koreksi, apabila ada pihak yang merasa keberatan dengan berita yang 

diterbitkan oleh Pers. Namun sengketa yang telah di selesaikan melalui mekanisme 

Dewan Pers ini, tidak menutup kemungkinan untuk Pers dapat diproses melalui 

jalur hukum pidana. Dimana putusan mengenai penyelesaian sengketa Pers melalui 

Dewan Pers ini, merupakan putusan berkaitan dengan tindakan yang dilakukan 

oleh Pers sudah sesuai atau tidak dengan Kode Etik Jurnalistik yang ada, sehingga 

kapasitas Dewan Pers disini hanya menilai perilaku etik jurnalistik dalam 

menjalankan kegiatan jurnalistik. Dalam hal mengenai tindak pidana nya, 

pengadilan berwenang untuk menentukan ada atau tidaknya tindak pidana 

penyebaran berita bohong tersebut. 
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2. Pasal penyebaran berita bohong yang ada di dalam RUU KUHP yaitu Pasal 262 

dan Pasal 263 memiliki rumusan pasal yang hampir sama dengan Pasal 14 dan 

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, 

dimana mengenai Pasal 14 dan Pasal 15 ini sudah diajukan judicial review pada 

tanggal 9 Juni 2020 dengan Nomor Perkara 33/PUUXVIII/2020, yang mana hal 

ini, menandakan bahwa terdapat permasalahan dalam rumusan pasal penyebaran 

berita bohong yang telah ada sekarang. Di dalam buku Juniver Girsang yang 

berjudul Penyelesaian Sengketa Pers bahkan dinyatakan bahwa Pasal Penyebaran 

Berita Bohong (Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 

Tentang Peraturan Hukum Pidana) merupakan “delik Pers”, yang mana delik Pers 

merupakan suatu ungkapan yang menyatakan jika terdapat beberapa pasal yang 

diperluas artinya namun dipersempit penerapannya hanya untuk menjerat tindakan 

yang dilakukan oleh Pers. Kemudian rumusan pasal tersebut akan kembali 

dimasukan ke dalam RUU KUHP. Padahal rumusan Pasal penyebaran berita 

bohong dalam RUU KUHP ini akan menimbulkan penafsiran yang luas serta 

ditambah lagi dengan adanya pandangan bahwa UU Pers bukanlah lex spesialis 

mengakibatkan Pers pun bisa terjerat masuk ke dalamnya, jika telah memenuhi 

keseluruhan syarat pemidanaan dan juga rumusan pasal yang tidak jelas. Hal ini 

akan membuat sedikit-sedikit Pers bisa dikenakan pasal pidana tersebut atau 

berpotensi terjadinya kriminalisasi terhadap Pers. Dimana mungkin saja perbuatan 

yang dilakukan oleh Pers tersebut seharusnya bukan merupakan tindak pidana 

penyebaran berita bohong, tapi karena rumusan pasalnya yang tidak jelas tersebut, 

akan membuat seolah-olah perbuatan Pers memenuhi keseluruhan rumusan pasal 

tersebut. 

 

3. Jika melihat dari sejarah Pers di Indonesia, sudah memberikan suatu 

pembelajaran dimana pada masa Orde Baru, kebebasan Pers sama sekali tidak ada 

atau dapat dikatakan Pers terkekang dan harus tunduk pada pemerintah, Apabila 

Pers tidak tunduk maka akan terjadi pembredelan, kemudian Pers pun pernah 

menjadi tunggangan partai politik, dimana Pers yang seharusnya bisa bersikap 

netral dan menjadi kontrol sosial pun tidak berjalan sesuai dengan yang semestinya. 

Maka belajar dari pengalaman terdahulu, dibentuknya UU Pers dan juga Kode Etik 

Jurnalistik untuk membantu Pers dapat menjalankan tugas dan peranannya dengan 
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baik dan juga menjaga kebebasan dan kemerdekaan Pers. Walaupun terdapat UU 

Pers dan Kode Etik Jurnalistik yang menjadi landasan hukum bagi kemerdekaan 

dan kebebasan Pers. Hal ini ternyata tidak cukup untuk melindungi Pers dalam 

menjalankan tugas dan perannya. Wartawan (Pers) menjalankan kegiatan 

jurnalistik yang terdiri dari Mencari, Memperoleh, Memiliki, Menyimpan, 

Mengolah dan Menyampaikan informasi kepada masyarakat. Dalam kegiatan 

jurnalistik ini salah satunya adalah Menyampaikan Informasi atau bisa dikatakan 

juga menyebarkan informasi. Dimana jika Pasal 262 dan Pasal 263 RUU KUHP 

mengenai Penyebaran Berita Bohong ini diberlakukan dapat dikenakan terhadap 

Pers kedalamnya, maka bisa dilihat jika Pasal 262 dan Pasal 263 RUU KUHP ini 

tidak sejalan dengan kebebasan dan kemerdekaan Pers, karena seperti yang telah 

dijelaskan sebelumnya jika Pasal 262 dan Pasal 263 RUU KUHP ini memiliki 

potensi untuk terjadi kriminalisasi terhadap Pers.  

2.Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut: 

1. Pers memiliki UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik yang seharusnya 

dipergunakan, jika terjadi permasalahan atau sengketa yang berkaitan dengan 

kegiatan jurnalistik khususnya mengenai suatu berita yang dianggap oleh 

masyarakat merupakan suatu berita bohong/keliru, tetapi banyak masyarakat dan 

juga penegak hukum masih belom memahami mekanisme pertanggungjawaban 

Pers ini. Dimana seharusnya sengketa Pers yang terkait dengan kegiatan jurnalistik 

diselesaikan melalui mekanisme Pers, dikarenakan Pers merupakan suatu lembaga 

istimewa yang sudah mempunyai aturan sendiri dalam menyelesaikan sengketa 

yang terkait dengan kegiatan jurnalistik yaitu melalui UU Pers dan Kode Etik 

Jurnalistik. Tetapi masih banyak sengketa Pers terkait kegiatan jurnalistik yang 

setelah diselesaikan melalui Dewan Pers, masih tetap mengajukan tuntutan hukum 

pidana ke pengadilan. Penegak hukum khususnya kepolisian yang menerima 

laporan perkara dari masyarakat mengenai sengketa Pers yang terkait kegiatan 

jurnalistik, seharusnya mempertimbangkan putusan dari Dewan Pers juga apabila 

sengketa ini sudah pernah diselesaikan melalui mekanisme Pers. Laporan 

mengenai indikasi Pers telah melakukan tindak pidana penyebaran berita bohong 

ini, Kepolisian memiliki hak untuk dapat melanjutkan prosesnya atau tidak 
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melanjutkan ke tahap selanjutnya untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan. 

Dengan mempertimbangkan putusan Dewan Pers juga, setidaknya Kepolisian 

dapat terbantu untuk menentukan apakah benar ada tindak pidana penyebaran 

berita bohong yang dilakukan Pers. 

 

2. Mengenai rumusan pasal yang dibentuk dalam Pasal 262 dan Pasal 263 RUU 

KUHP mengenai Penyebaran Berita Bohong pun, harus dibenahi atau dibentuk 

ulang susunan rumusan pasalnya. Dikarenakan rumusan Pasal 262 dan Pasal 263 

RUU KUHP ini hampir sama dengan rumusan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana yang mana jelas-

jelas rumusannya bermasalah. Aturan pidana mengenai Penyebaran Berita 

Bohong, memang diperlukan, karena jelas Berita Bohong/Hoax ini memiliki 

dampak yang besar dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti pada saat Pilpres 

2019 dimana terdapat kasus Ratna Sarumpaet yang menyebarkan berita bohong, 

hal yang dilakukannya tersebut membuat kedua kubu dalam Pilpres 2019 menjadi 

berseteru, dan jika terus terdapat berita-berita bohong yang membuat ‘panas’ 

kedua kubu, tentu saja akibatnya akan sangat luar biasa kacau dalam menjelang 

Pilpres 2019. Maka aturan pidana mengenai penyebaran berita bohong, memang 

diperlukan akan tetapi rumusan dalam pasal nya tersebut harus diperbaiki, 

sehingga tidak salah menyasar dan juga sesuai dengan tujuan dibentuknya aturan 

mengenai Penyebaran Berita Bohong ini.  

 

3. Adanya UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik ini, tidak memiliki maksud untuk 

membuat Pers menjadi kebal hukum. Namun untuk melindungi Pers dalam 

melakukan kegiatan jurnalistiknya agar kebebasan dan kemerdekaan Pers ini tetap 

terjaga. Maka apabila wartawan atau Pers melakukan suatu tindak pidana yang 

diluar kegiatan jurnalistik dapat menggunakan hukum pidana untuk menyelesaikan 

permasalahan tersebut, seperti misalkan wartawan melakukan kekerasan dan 

diancam hukum pidana atas tindakan penganiayaan. Namun apabila lingkupnya 

masih dalam hal kegiatan jurnalistik, seperti dalam penelitian ini mengenai 

Penyebaran Berita Bohong maka menggunakan mekanisme Dewan Pers (UU Pers) 

untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi. Hal-hal yang berkaitan dengan 

tuntutan pidana yang masih berhubungan dengan produk jurnalistik seperti berita, 

dimana seringkali wartawan (Pers) dituntut dengan pencemaran nama baik, lebih 
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baik tidak diselesaikan dengan hukum pidana. Apabila setiap informasi atau berita 

yang dimuat oleh Pers menyinggung seseorang, dapat dengan mudah orang 

tersebut melayangkan tuntutan pidana pencemaran nama baik yang mana jika 

ditarik lebih jauh, orang tersebut ingin menyatakan jika berita yang disampaikan 

oleh Pers itu bohong/hoax atau tidak benar maka sengketa Pers terkait dengan 

kegiatan jurnalistiknya bisa dipidana. Dari sini, dapat dilihat jika kebebasan dan 

kemerdekaan Pers dalam menjalankan tugas dan peranannya menjadi tidak 

terlaksana, dan UU Pers serta Kode Etik Jurnalistik tidak ada artinya, karena tidak 

bisa melindungi Pers dalam menjalankan kegiatan jurnalistiknya.  
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